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MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. 6 RUU tentang a. Penyusunan Rapat Dengar Komisi II DPR RI menerima 6 (enam) kajian
Pemekaran Daerah di b. Pembahasan Pendapat Umum Naskah Akademik dan Draf RUU tentang
Provinsi Papua dan c. Harmonisasi; Komisi II DPR RI Pemekaran Daerah Provinsi di Papua dan
Provinsi Papua Barat d. Prolegnas; dengan Kepala Papua Barat.
(Papua, Papua Barat, e. Pemantauan & | Badan Keahlian
Papua Barat Daya, peninjauan DPR RI, dengan
Papua Selatan, Papua agenda terkait
Tengah, Papua penyampaian
Pegunungan Tengah) Laporan
Perkembangan
Penyusunan Draf
RUU tentang
Pembentukan DOB

di Provinsi Papua
dan Papua Barat

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN

dengan agenda
penyampaian
Laporan Akhir Tim
Seleksi Calon Anggota
KPU dan Bawaslu
Masa Jabatan 2022-
2027 Kepada Komisi
II DPR RI.

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Agraria dan a. Pelaksanaan undang- | Rapat Kerja Komisill | Raker dengan Menteri
Tata Ruang/Badan undang; DPR RI dengan ATR/BPN diskors dan
Pertanahan Nasional b. Pelaksanaan Menteri Agraria dan dilanjutkan pada tanggal 14
keuangan negara; Tata Ruang/Kepala Februari 2022
dan/atau Badan Pertanahan
c. Kebijakan Nasional, dengan
pemerintah. agenda evaluasi
penanganan
permasalahan
pertanahan
1. | Tim SeleksiCalon Anggota | a. Pelaksanaanundang- | Rapat Dengar 1. Komisi II DPR RI dapat
KPU dan Bawaslu Masa undang; Pendapat Umum menerima penjelasan Tim
Bakti 2022-2027 b. Pelaksanaan Komisi II DPR RI Seleksi (Timsel) KPU-
keuangan negara; dengan Tim Seleksi Bawaslu atas laporan
dan/atau Calon Anggota KPU pelaksanaan seluruh
c. Kebijakan dan Bawaslu Masa kegiatan tahapan seleksi
pemerintah. Bakti 2022-2027, (administrasi, tertulis,

psikologis, kesehatan dan
wawancara) calon Anggota
KPU dan calon Anggota
Bawaslu Masa Jabatan
Tahun 2022-2027.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi II DPR RI

mengharapkan 14 (empat
belas) nama calon Anggota
KPU dan 10 (sepuluh)
nama calon Anggota
Bawaslu yang telah
ditetapkan Timsel KPU-
Bawaslu merupakan
calon-calon terbaik yang
mampu bekerja secara
profesional, mandiri dan
independen dalam
menyelenggarakan
Pemilihan Umum Tahun
2024 mendatang.

.Komisi II DPR RI telah

mendengarkan masukan-
masukan dari Timsel KPU-
Bawaslu yang akan
menjadi bahan nantinya
dalam pelaksanaan uji
kelayakan dan kepatutan
terhadap ke-14 calon
Anggota KPU dan ke-10
calon Anggota Bawaslu
Masa Jabatan  Tahun
2022-2027.
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | Kantor Regional VII BKN a. Pelaksanaanundang- | Melakukan Terkait kecurangan pada
Palembang dan Kantor undang; kunjungan kerja seleksi CPNS tahun 2021
Regional IV BKN Makassar | b. Pelaksanaan panja seleksi CPNS
keuangan negara,; tahun 2021 ke
dan/atau Provinsi Sumatera
c. Kebijakan Selatan dan Provinsi
pemerintah. Sulawesi Selatan

D. TUGAS KHUSUS
1. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;

Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;
Persetujuan pemindahtangananasset negara;

Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;
Pemilihan anggota BPK;

Penegakan kode etik;

Kerja sama antar parlemen;

Akuntabilitas keuangan;

© N o s N

Kerumahtanggaan DPR RI.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO | JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU tentang -—- Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III -
Hukum Acara DPR RI tanggal 11 Januari 2022 bahwa
Perdata pembahasan RUU tentang Hukum Acara

Perdata akan dilaksanakan pada tanggal 2
Februari 2022, yaitu Raker Komisi IIIl dengan
Menteri Hukum dan HAM RI.

2. RUU tentang --- Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III
Penyadapan DPR RI tanggal 11 Januari 2022 bahwa Komisi
[II DPR RI akan mengundang kembali Kepala
Badan Keahlian DPR RI untuk memberikan
penjelasan atas tambahan substansi RUU
tentang Penyadapan berdasarkan Rapat
tanggal 8 September 2021.

Adapun Substansi tambahan yang diusulkan

Komisi III DPR RI, yaitu:

a. Penegasan atas lembaga penegak hukum
yang diberikan kewenangan  untuk
melakukan penyadapan guna menghindari
terjadinya misuse;

b. Penegasan atas tahapan penyadapan;

c. Penunjukan suatu badan atau lembaga yang
akan bertugas atau berwenang untuk

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO | JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

mengawasi atau melakukan audit kinerja
dari lembaga hukum yang memiliki
kewenangan melakukan penyadapan;

d. Durasi penyimpanan hasil penyadapan;

e. Perjelas tujuan penyadapan;

f. Lebih mempertajam rumusan RUU terkait
penyadapan;

g. Politik hukum penyadapan, standing point
dan prinsip-prinsip yangdijadikan landasan;

h.Batasan yang ketat untuk melakukan
Penyadapan;

i. Pemusnahan data hasil penyadapan;

j. Penambahan jangka waktu penyimpanan
hasil penyadapan untuk kepentingan

pengembangan.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/ | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
1. KOMNAS HAM RI Rapat Kerja Membahas: 1. Raker dilaksanakan secara fisik
1.Evaluasi kinerja dan & virtual.
capaian Komnas HAM/| 2. Pelaksanaan tanggal 13 Januari
Tahun 2021 dengan Pagu 2022, Raker dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H.
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NO | KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Anggaran
Rp.95.109.854.000,-

2.Rencana Kerja Komnas

HAM di Tahun
program prioritas,
strategi

2022,
dan
dalam

pencapaiannya dengan
pagu anggaran sebesar

Rp.99.448.128.000, -

3.Tindak lanjut kesimpulan
RDP tanggal 4 Oktober

2021.

Desmond Junaedi Mahesa, S.H.,
M.H.
3. Raker dihadiri oleh Komisioner
Komnas HAM RI.
4. Kesimpulan:
1)Komisi III DPR RI menerima
penjelasan mengenai Road
Map, Program Prioritas, dan
Strategi Komnas HAM di tahun
2022 untuk melakukan
pemajuan HAM, Penegakan
HAM, serta Reformasi
Birokrasi dan Akuntabilitas
Komnas HAM, dan akan

melakukan pengawasan
terhadap  pelaksanaan &
pencapaiannya.

2)Dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, Komnas HAM

wajib memberikan
rekomendasi dan/atau hasil
pemantauan, pengkajian,

penelitian, dan/atau mediasi,
serta menyampaikan salinan
(back-up) kepada Komisi III
DPR RI.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO | KEMENTERIAN/ | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
2. KEJAKSAAN Rapat Kerja Membahas: 1.Raker dilaksanakan secara fisik
REPUBLIK 1. Evaluasi kinerja dan & virtual.
INDONESIA capaian Kejaksaan tahun | 2.Pelaksanaan tanggal 17 Januari
2021 dengan Pagu 2022, Raker dipimpin oleh Wakil
Anggaran sebesar Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr.
Rp.8.876.990.677.000,-, Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. Rencana kerja dan target-| 3.Raker dihadiri oleh Jaksa Agung
target capaian Kejaksaan RI beserta jajaran.
tahun 2022 dengan pagu | 4.Kesimpulan:
anggaran sebesar » Raker Komisi III DPR RI
Rp.10.109.965.844.000,- dengan Kejaksaan Agung RI
3. Tindak Lanjut Kesimpulan akan dilanjutkan kembali
Rapat Kerja 14 Juni 2021. tanggal 27 Januari 2022
pukul 10.00 WIB.
3. 1. Himpunan Rapat Dengar Membahas: 1.RDPU dilaksanakan secara fisik
Konsultan Pendapat Umum 1.Pelanggaran HAM & virtual.
Hukum Konsumen & Kebohongan | 2.Pelaksanaan tanggal 19 Januari
Ketenagakerjaan publik oleh pengembang| 2022, RDPU diterima oleh Wakil
Indonesia asing terkait dengan Komisi III DPR RI, Bp. Ir.
(HKHKI); dan rumah susun Pangeran Khairul Saleh, M. M.
Himpunan 2.Tindakan ekstra yudisial | 3.Hasil Bahasan:
Perkawinan (penggusuran, pengusiran a.Komisi III meminta HKHKI dan
Campuran secara paksa & intimidasi PerCa Indonesia untuk
Indonesia premanisme) oleh PT. menyampaikan ketentuan-
(PerCa) Sentul City, Tbk. ketentuan apa saja yang harus
Indonesia 3.tindak pidana pemalsuan dimasukan dalam UU Nomor
surat dan/atau
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NO | KEMENTERIAN/ | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
2. Tim Kuasa keterangan palsu atas 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Warga Bojong akta autentik suami dari Kerja.
Koneng. Sdri. Dewi Ariati. b. Komisi III akan melakukan
3. Dewi Ariati. kunspek ke daerah Bojong

Koneng Bogor.

c. Sebelum melakukan kunspek,
Komisi III akan mengumpulkan
materi terkait dengan kasus
tersebut, setelah itu akan
memanggil pihak polres bogor,
BPN, Bupati, Kepala Desa, dan
dari pihak PT. Sentul City, Tbk.

d. Untuk kasus Sdri. Dewi Ariati,
Komisi III akan menanyakan
kepada kepada pihak-pihak

terkait seperti:

v Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang
mengabulkan sidang

praperadilan yang diajukan
oleh orang yang berstatus
DPO.

v Pengacara yang melakukan
pra peradilan

v'Bareskrim terkait dengan
DPO yang belum tertangkap.

v Diktipidum Mabes Polri atas
pemeriksaan kasus ini.
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NO | KEMENTERIAN/ | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA
4. KEMENTERIAN Rapat Kerja Membahas: 1. Berdasarkan Surat Menkumham
HUKUM 1.Evaluasi kinerja dan RI Nomor M.HH-PR.05.01-04
DAN HAM RI capaian Kemenkumham tanggal 14 Januari 2022 perihal
Tahun 2021 dengan pagu Undangan Rapat Kerja.
anggaran sebesar | 2. Atas dasar surat Menkumham
Rp.16.610.890.575.000,- tersebut dan sesuai arahan
2.Rencana kerja Pimpinan Komisi III, bahwa
Kemenkumham di Tahun Raker tanggal 19 Januari 2022
2022, program prioritas, ditunda dan akan dijadwalkan
dan strategi dalam kembali pada tanggal 2 Februari
pencapaiannya dengan 2022.
pagu anggaran sebesar
Rp.17.463.529.394.000,-
3.Tindak Lanjut Kesimpulan
Raker 9 Juni 2021.
S. BADAN Rapat Kerja Membahas: 1. Raker dilaksanakan secara fisik &

NARKOTIKA 1. Evaluasi kinerja virtual.

NASIONAL RI pencegahan dan 2. Pelaksanaan tanggal 20 Januari
pemberantasan 2022, Raker dipimpin oleh Wakil
narkotika tahun 2021 Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr.
dengan pagu anggaran Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
sebesar 3. Raker dihadiri oleh Kepala BNN RI
Rp.1.617.362.981.000,- beserta jajaran.

2. program prioritas BNN 4. Kesimpulan:
Tahun 2022 dengan 1) Komisi III DPR RI menerima
pagu anggaran sebesar penjelasan mengenai fokus
Rp.1.801.184.890.000,- prioritas dan strategi BNN RI
di tahun 2022 dalam upaya
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(11 - 23 Januari 2022)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3. Tindak lanjut
kesimpulan RDP tanggal
18 Maret 2021.

3)

pemberantasan peredaran
gelap narkotika dan prekursor
narkotika serta peningkatan
pencegahan penyalahgunaan
narkotika dan rehabilitasi
penyalahgunaan narkotika,
serta akan melakukan

pengawasan terhadap
pelaksanaan dan
pencapaiannya.

Komisi IIT DPR RI mendorong
Kepala BNN RI untuk lebih
mengutamakan prinsip
rehabilitasi  bagi korban
penyalahgunaan narkotika
serta lebih serius pada upaya

pemberantasan bandar
narkotika dengan
berkoordinasi dengan

lembaga dan instansi terkait.
Komisi III DPR RI mendukung
upaya peningkatan kuantitas
dan kualitas sumber daya
manusia BNN RI beserta
jajarannya, termasuk
pembangunan fasilitas dan
gedung BNNP, BNNK, serta
pusat rehabilitasi di daerah-

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS III Tahun Sidang 2021-2022

(11 - 23 Januari 2022)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

4)

daerah dengan meningkatkan
anggaran BNN RI sebagai
upaya perang melawan
narkotika (war on drugs).
Komisi III DPR RI akan
mengadakan Rapat Kerja
Gabungan pada Masa
Persidangan IV Tahun Sidang
2021-2022 dengan Kepala
BNN RI, Menkumham RI,
Jaksa Agung RI, Kapolri dan
Kepala PPATK.

1.Kepolisian
Daerah Provinsi
Lampung.

2.Kejaksaan Tinggi
Provinsi
Lampung

Kunjungan Kerja
Spesifik

Pengawasan penegakan
hukum terkait dengan:

1.

pengamanan
penanganan Covid-19;
Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN).

1. Dilaksanakan pada hari Jumat
sd Minggu, tanggal 21 sd 23
Januari 2022.

2. Kunspek dipimpin oleh Wakil
Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr.
Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

3. Anggota Tim berdasarkan
proporsional komposisi fraksi.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Perubahan atas Undang- | Menghadiri Menyampaikan Penjelasan Pengusul
Undang Nomor 5 Tahun 1990 | Undangan Rapat mengenai RUU tentang Perubahan
tentang Konservasi Sumber | Badan Legislasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
Daya Alam  Hayati dan 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Ekosistemnya. Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. BUMN Klaster Pangan | a. Pelaksanaan Undang-| a. Terkait dengan ketersediaan dan
b. Perum Bulog Undang; harga pangan.

b. Pelaksanaan Keuangan | b. Isu-isu lainnya, antara lain:
Negara; - Pembentukan ID FOOD yang
c. Kebijakan Pemerintah berasal dari BUMN Hoding
pangan beserta kegiatan merger

anak perusahaannya;
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Kerusakan Lingkungan

. Pelaksanaan Keuangan

Negara;

. Kebijakan Pemerintah

Lingkungan Tahun 2022

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
- Rencana bisnis ID FOOD dan
Perum Bulog
- Hutang Pemerintah kepada
Perum Bulog
- Perbaikan data pangan Perum
Bulog dan ID FOOD
2. | Badan Pengelola Dana |a. Pelaksanaan Undang-| Rapat Dengar Pendapat ini
Perkebunan Kelapa Sawit Undang; membahas terkait dengan
(BPDPKS) . Pelaksanaan Keuangan | penggunaan anggaran untuk
Negara; peremajaan sawit dan kegiatan
. Kebijakan Pemerintah | lainnya
3. | a. Perum Perhutani . Pelaksanaan Undang-| Rapat Rapat Dengar Pendapat
b. PT. Inhutani I s.d. V Undang; membahas pengelolaan hutan pasca
. Pelaksanaan Keuangan | diundangkannya  Undang-Undang
Negara; Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
. Kebijakan Pemerintah | Kerja terkait Multiusaha Kehutanan
dan Kawasan Hutan dengan
Pengelolaan Khusus (KHDPK) serta
rencana merger anak perusahaan
Perum Perhutanidengan kesimpulan
di anataranya bahwa Komisi IV DPR
RI.
4. | Rapat Intern Panja | a. Pelaksanaan Undang-| Perumusan Rencana Kerja Panja
Pencemaran dan Undang; Pencemaran dan Kerusakan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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. Kebijakan Pemerintah

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | Rapat Intern . Pelaksanaan Undang- | Perumusan Rencana Kerja Panja
Pengelolaan Undang; Pengelolaan dan Pengembangan
Pengembangan . Pelaksanaan Keuangan | Sawit Rakyat yang akan
Rakyat Negara; dilaksanakan pada Tahun 2022

Prasarana

6. | Rapat Intern Panja Sarana

Permasalahan Nelayan

. Pelaksanaan Undang-

Undang;

. Pelaksanaan Keuangan

Negara;

. Kebijakan Pemerintah

Perumusan Rencana Kerja Panja
Sarana Prasarana dan Permasalahan
Nelayan yang akan dilaksanakan
pada Tahun 2022

Estate

7. | Rapat Intern Panja Food

. Pelaksanaan Undang-

Undang;

. Pelaksanaan Keuangan

Negara;

. Kebijakan Pemerintah

Perumusan Pembentukan Panja
Food Estate Tahun yang akan
dibahas kembali dalam Rapat Intern
Komisi IV DPR RI
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU Perubahan | Rapat dengan Kepala | Komisi V DPR RI mendapatkan
atas UU No. 22| Badan Keahlian penjelasan dan paparan

tahun 2009 tentang | Dewan Setjen DPR RI | mengenai progres dan dukungan
Lalu Lintas dan |tgl. 13 Januari 2022 | BKD dalam penyusunan
Angkutan Jalan Naskah Akademik dan Draft
RUU Perubahan atas UU No. 22
tahun 2009 tentang LLAJ yang
telah disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan
terkait, seperti UU Cipta Kerja,
UU tentangdJalan, dll.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RDPU dengan  Bupati | Konsultasi mengenai Bupati Halmahera  Selatan
" | Halmahera Selatan pembangunan mohon dukungan Komisi V DPR
Tgl. 12 Januari 2022 Infrastruktur dan RI terkait:
Transportasi
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

- pembangunan jalan dan
infrastruktur di Pulau Obi;

- Pelabuhan untuk transportasi
penyeberangan yang akan
menghubungkan antar pulau

RDPU dengan DPRD Kota

2 | Bon tang Konsultasi mengenai DPRD Kota Bontang mohon
Tel. 14 Januari 2022 infrastruktur dan dukupgan dari Komisi V DPR RI
transportasi di Kota terkait:

Bontang - penyediaan bahan baku air
bersih untuk keperluan
masyarakat;

- perbaikan Jalan Nasional yang
menghubungkan Kota Bontang
dengan Kota Samarinda;

- penambahan rute transportasi
Kapal yang menghubungkan
Botang ke Mamaju

3 | Raker dengan Menteri | - Membahas evaluasi - Komisi V DPR RI memberikan
Desa, PDT dan pelaksanaan APBN TA apresiasi kepada Kementerian
Transmigrasi 2021; Desa, PDT, dan Transmigrasi

Tgl 18 Januari 2022

- Membahas Program
Kerja Kementerian
Desa, PDT, dan
Transmigrasi TA 2022

- Lain-lain.

atas capaian realiasifisikdan
keuangan Tahun 2021, dan
meminta agar program-
program yang tidak terealisasi
di tahun 2021 dapat
diselesaikan permasalahan dan
kendala teknisnya sehingga
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

tidak terulang pada Tahun
2022;

- Komisi V DPR RI meminta agar
Kemendes PDTT lebih
transparan dalam pengelolaan
anggaran, termasuk dalam
pemanfaatan sisa lelang;

- Komisi V DPR RI meminta
Kemendes, PDTT mengambil
langkah?2 strategis dalam
pengembangan dan
pemberdayaan BUMDes dalam
memperkuat kegiatan ekonomi

di Desa.
4 RDP dengan Sekjen, Irjen, - Membahas evaluasi - Komisi V DPR RI memberikan
" | dan para Kepala Badan pelaksanaan APBN TA apresiasi kepada masing-

Kementerian Desa, PDT, 2021; masing Unit Eselon [

dan Transmigrasi; - Membahas Program Kementerian Desa, PDT, dan

Tel 19 Januari 2022 Kerja Masing-masing Transmigrasi atas capaian
Unit Eselon I realiasifisik dan keuangan
Kementerian Desa, Tahun 2021, dan meminta
PDT, dan Transmigrasi agar program-program yang
TA 2022 tidak terealisasi di tahun 2021

- Lain-lain. dapat diselesaikan

permasalahan dan kendala
teknisnya sehingga tidak
terulang pada Tahun 2022;
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

- Komisi V DPR RI meminta unit

Eselon I Kemendes PDTT
dapat memberikan data lebih
detail terkait jenis kegiatan,
lokus, dan fokus, besaran
anggaran disertaidgn output
dan outcome yang jelas;
Komisi V DPR RI meminta
BPSDM dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
untuk melakukan evaluasi
terhadap proses rekruitmen
dan kinerja tenaga
Pendamping Desa serta
hasilnya dilaporkan ke Komisi
V DPR RI.

RDP dengan para Dirjen
Kementerian Desa, PDT,
dan Transmigrasi;

Tgl 20 Januari 2022

Membahas evaluasi
pelaksanaan APBN TA
2021;

Membahas Program
Kerja Masing-masing
Unit Eselon I
Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi
TA 2022

Lain-lain.

Komisi V DPR RI memberikan
apresiasi kepada masing-
masing Unit Eselon I
Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi atas capaian
realiasifisik dan keuangan
Tahun 2021, dan meminta
agar program-program yang
tidak terealisasi di tahun 2021
dapat diselesaikan
permasalahan dan kendala
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

teknisnya sehingga tidak
terulang pada Tahun 2022;

- Komisi V DPR RI meminta unit
Eselon I Kemendes PDTT
meningkatkan koordinasi dan
sinergi dalam pelaksanaan
program/kegiatan di daerah
sesuai saran dan masukan
Komisi V DPR RI

- Komisi V DPR RI meminta
Ditjen Pengembangan
Ekonomi dan Investasi Desa,.
Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi agar melakukan
evaluasi terhadap pengelolaan
BUMDes dan melaporkan
hasilnya ke Komisi V DPR RI.

RDPU dengan DPRD Kota
Pontianak
Tgl. 20 Januari 2022

Konsultasi mengenai
pembangunan
Infrastruktur dan
Transpotasi

DPRD Kota Pontianak mohon

dukungan dari Komisi V DPR RI

terkait:

- Penanggulangan Banjir Kota
Pontianak melalui program
normalisasi sungai di Kota
Pontianak dan Kabupaten
Kubu Raya Kalimantan Barat.

7 RDPU dengan Institut
" | Teknologi Sumatera
Tgl. 21 Januari 2022

Audiensi dan Ekspose

Institut Teknologi Sumatera
memberikan  apresiasi dan
penghargaan kepada Komisi V
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

DPR RI atas bantuan percepatan
pembangunan kampus berupa
pembangunan Jalan, gedung
asrama, embung konservasi, dan
kebun raya.

Institut Teknologi Sumatera
bermaksud mengundang Komisi
V DPR RI untuk melakukan
kunjungan kerja ke Kampus
Institut Teknologi Sumatera yang
berkomitmen menjadi Center of
Excellent baik di Sumatera
maupun Indonesia.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. Asosiasi . Pelaksanaan Dalam rangka menggali kondisi pasokan | Rapat Dengar
Pertambangan Undang-Undang; | dan kebutuhan batubara dalam negeri, | Pendapat Umum
Batubara Indonesia [ b. Pelaksanaan Komisi VI DPR RI melakukan RDPU | Komisi VI DPR RI
(APBI-ICMA). Keuangan dengan Asosiasi Pertambangan Batubara | dengan Asosiasi

Negara; Indonesia (APBI-ICMA). Selain menerima | Pertambangan

. Kebijakan penjelasan dari Asosiasi Pertambangan | Batubara Indonesia

Pemerintah Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Komisi | (APBI-ICMA), Rabu,
VI DPR RI juga akan menyampaikan | 19 Januari 2022.
penjelasan yang diterima kepada mitra
terkait melalui Rapat Kerja dengan
Menteri BUMN, Menteri Perdagangan,
Menteri Investasi serta Menteri Koperasi
dan UKM Republik Indonesia.

2. Gabungan Industri [ a. Pelaksanaan Komisi VI DPR RI menerima penjelasan | Rapat Dengar
Minyak Nabati Undang-Undang; | dari Gabungan Industri Minyak Nabati | Pendapat Umum
Indonesia (GIMNI), Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri | Komisi VI DPR RI
Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), | dengan Gabungan
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Minyak Makan | b. Pelaksanaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit | Industri Minyak
Indonesia (AIMMI), Keuangan Indonesia (GAPKI) Dan PT Kharisma | Nabati Indonesia
Gabungan Negara; Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) | (GIMNI), Asosiasi
Pengusaha Kelapa [ c. Kebijakan INACOM tentang pelaksanaan program | Industri Minyak
Sawit Indonesia Pemerintah minyak goreng. Hasil Rapat Dengar | Makan Indonesia
(GAPKI) Dan PT Pendapat Umum ini akan disampaikan | (AIMMI), Gabungan
Kharisma kepada mitra terkait melalui Rapat Kerja | Pengusaha Kelapa
Pemasaran Bersama dengan Menteri BUMN, Menteri | Sawit Indonesia
Nusantara (KPBN) Perdagangan, Menteri Investasi. Menteri | (GAPKI) Dan PT
INACOM Koperasi dan UKM Republik Indonesia. | Kharisma Pemasaran

Adapun catatan penting dari RDPU ini | Bersama Nusantara
antara lain ketersediaan CPO sangat | (KPBN) INACOM,
cukup untuk memenuhi kebutuhan | Rabu 19 Januari
produksi minyak goreng secara nasional, | 2022
perlu diatur terkait tata niaga minyak
goreng baik kemasan maupun curah,
serta Komisi VI DPR RI segera melakukan
Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia terkait permasalahan
minyak goreng ini.
3. PT Bukit Asam, Tbk . Pelaksanaan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI | Kunjungan Kerja
Undang-Undang; | DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan Spesifik Komisi VI
. Pelaksanaan menunjukkan bahwa Sejak 2020 PT Bukit | ppRr RI ke Provinsi
Keuangan Asam (PTBA) mampu me pyupla} batubarg Lampung, Sumatera
Negara; ke PT PLN (Persero) lebih dari Domestic
. Kebijakan Marketing Obligation (DMO) yang Selgtan dan '
Pemerintah ditentukan pemerintah. Peraturan Menteri | Kalimantan Timur,

(Permen) terkait DMO menyebutkan
bahwa kewajiban perusahaan batubara

20-22 Januari 2022
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

nasional menjual 25 persen dari total
produksi kepada PLN per tahun.
Sedangkan realisasi PTBA kepada DMO
PLN Group sebanyak 11,56 juta ton dari
ketentuan DMO yang diberikan kepada
PTBA sebesar 7,5 juta ton atau sebesar
154%.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 a. Kepala BRIN a. Pelaksanaanundang- a. Penjelasan Proses Integrasi
" | b. Direktur Utama PT Bio undang; LBM Eijkman dan PP IPTEK
Farma (Persero) b. Penjelasan Perkembangan
b. Pelaksanaan Keuangan . .
K ; Vaksin Merah Putih
egara,; )
c. Penjelasan atas Rencana
c. Kebijakan Pemerintah Produksi Vaksin BUMN
5. | Menteri ESDM RI a. Pelaksanaan undang- a. Rencana Penetapan Wilayah
' undang; Pertambangan 10 provinsi.

b. Program Kementerian ESDM
Tahun 2022 yang terkait
dengan aspirasi masyarakat

c. Kebijakan Pemerintah dan evaluasi kinerja
Kementerian ESDM Tahun
2021.

c. Kebijakan Pemenuhan DMO
Batubara.

b. Pelaksanaan keuangan
Negara;
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b. Dirut PT PLN (Persero)

. Pelaksanaan Keuangan

Negara;

. Kebijakan Pemerintah

tentang Realisasi DMO batubara

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
d. Penjelasan terkait Pencabutan
Izin Perusahaan-perusahaan
Tambang
3 |& Kepala BRIN; . Pelaksanaan undang- a. Penjelasan Proses Integrasi
" | b. Direktur Utama PT Bio undang; LBM Eijkman dan PP IPTEK
Farma (Persero); . Pelaksanaan Keuangan b. Penjelasan Perkembangan
c. Prof Amin Soebandrio, Kegara; Vaksin Merah Putih
dr., Ph.D., Sp.MK(K); . Kebijakan Pemerintah
d. Prof. dr. Herawati
Sudoyo, MS., Ph.D;
e. Prof. dr. David H.
Muljono, Sp.PD.,
FINASIM., Ph.D;
f. drh. Safarina G. Malik,
MS, Ph.D;
g. Prof. dr Syafruddin,
Ph.D;
h. Prof. Ir. I Made Artika,
M.App.Sc., Ph.D
4 a. Dirjen Minerba . Pelaksanaan undang- Tindak lanjut Keputusan RDP
' Kementerian ESDM RI undang; tanggal 15 November 2021
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Company

undang;

. Pelaksanaan Keuangan

Negara;

. Kebijakan Pemerintah

Kerja Spesifik Komisi VII DPR
RI ke Provinsi Lampung.

b. Penjelasan Kapasitas
produksi dalam memenuhi
kebutuhan Nasional

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
S. a. Dirjen Migas . Pelaksanaan undang- a. Evaluasi Kepmen ESDM RI
Kementerian ESDM RI undang; Nomor 2700 Tahun 2012
b. Kepala BPH Migas . Pelaksanaan Keuangan tentang Rencana Induk
c. Dirut PT Pertamian Negara; Jaringan Transmisi dan
(Persero) g . Distribusi Gas Bumi Nasional
. Kebijakan Pemerintah 5012 -2005
b. Progres Pembangunan Jasgas
C. Zonasi Tata Kelola Migas
6. | Ketua Umum Hiswana . Pelaksanaan undang- Zonasi Tata Kelola Migas
Migas undang;
. Pelaksanaan Keuangan
Negara;
. Kebijakan Pemerintah
7. |a. Dirjen Agro . Pelaksanaan undang- Penetapan Kuota Impor raw
Kementerian undang; Sugar untuk gula rafinasi Tahun
Perindustrian . Pelaksanaan Keuangan 2022
b. Ketua Umum AGRI Negara;
dengan menghadirkan . Kebijakan Pemerintah
11 Direktur Utama
Anggota AGRI
3. Dirut PT Sugar Group . Pelaksanaan undang- a. Tindak Lanjut Kunjungan
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
9. | Mr. Vasyl Hamianin (Duta | a. Pelaksanaanundang- Courtesy Call
Besar Ukraina untuk undang;
Indonesia) b. Pelaksanaan Keuangan
Negara;
c. Kebijakan Pemerintah
10. | Kunjungan Kerja Spesifik | a. Pelaksanaanundang- a. Provinsi Riau

pada Masa Persidangan
IIT Tahun Sidang 2021-
2022

undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara;

c. Kebijakan pemerintah

Peninjauan ke PT Pertamina
Hulu Rokan dan PT Indah
Kiat Pulp & Paper, Tbk., di
Pekanbaru

Provinsi Banten

Peninjauan Ke PT Jawamanis
Rafinasi dan PT Sentra
Usahatama Jaya di Kota
Cilegon

Provinsi DI Yogyakarta
Peninjauan ke Reaktor
Nuklir Kartini (BRIN) di
Kabupaten Sleman
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI VIII

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

dan Pelaksanaan APBN TA
2022

Komisi VIII DPR RI dapat
memahami pagu anggaran
BNPB tahun 2022 sebesar
Rpl,1 Triliun

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Badan Nasional Rapat Kerja Komisi VIII DPR Komisi VIII DPR RI dapat Komisi VIII DPR
Penanggulangan RI dengan Kepala BNPB memahami realisasi anggaran | RI juga meminta
Bencana mengenai Evaluasi BNPB tahun 2021 sebesar BNPB untuk
Pelaksanaan APBN TA 2021 Rp7,1Triliun meningkatkan

mitigasi atas
potensi-potensi
bencana di Tanah
Air

2. | Kementerian Sosial RI

Rapat Kerja Komisi VIII DPR
RI dengan Menteri Sosial RI
mengenai Evaluasi
Pelaksanaan APBN TA 2021
dan Pelaksanaan APBN TA
2022 serta perubahan SOTK
di Kemensos

Penjelasan Menteri Sosial
mengenai perubahan
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja (SOTK) yang baru di
Kemensos, sesuai dengan
Perpres No 110 Tahun 2021
yang ditandatangani Presiden
Joko Widodo tanggal 14
Desember 2021, belum dapat
dipahami seutuhnyaoleh

Akan ada sesi
pendalaman
secara khusus
dari Mensos
untuk
menjelaskan
secara
komprehensif
mengenai SOTK
baru di Kemensos
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Komisi VIII DPR RI. Pasalnya
SOTK baru itu menghapus
dua satuan kerja setingkat
Eselon I yakni Ditjen
Penanganan Fakir Miskin
(PFM) dan Badiklitpensos,
selain menambah pos baru
yakni Wakil Mensos.
Penghapusan Ditjen PFM
dinilai akan mengganggu
penyaluran program Sembako
dan juga menelantarkan SDM
Kesos di lingkungan PFM.

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Rapat Kerja Komisi VIII DPR
RI dengan Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
mengenai Evaluasi
Pelaksanaan APBN TA 2021
dan Pelaksanaan APBN TA
2022

Komisi VIII DPR RI dapat
memahami realisasi anggaran
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak tahun 2021 sebesar
Rp214,8 Miliar.

Komisi VIII DPR RI dapat
memahami Pagu Anggaran
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak tahun 2022 sebesar
Rp252 Miliar.
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kementerian Agama RI Pembicaraan a. Komisi VIII DPR RI dan Perlu mitigasi
Pendahuluan Biaya Kementerian Agama RI yang kuat untuk
Penyelenggaraan Ibadah sepakat untuk membentuk memastikan
Haji (BPIH) Tahun 1443 Panja BPIH Tahun 1443 bahwa
H/2022 M H/20222 M. pelaksanaan
b. Komisi VIII DPR RI meminta |ibadah umrah
Kementerian Agama RI tidak berdampak
untuk meningkatkan pada penyebaran
komunikasi, koordinasi dan varian baru
diplomasi dengan Kemen- Omicron

terian Haji dan Umrah Arab
Saudi guna memastikan
pelaksanaan Ibadah Haji
Tahun 1443 H/2022 M.

c. Komisi VIII DPR RI meminta
Kementerian Agama RI
untuk berhati-hati dalam
pelaksanaan ibadah umrah
di tengah meningkatnya
penyebaran varian baru
Covid-19, Omicron

2. | Kementerian Agama RI, Persiapan pelaksanaan a. Komisi VIII DPR RI meminta
Kementerian Kesehatan RI | Ibadah Haji Tahun 1443 Kementerian Agama RI untuk
dan Kementerian H/2022 M bekerjasama dengan
Perhubungan RI Kementerian Kesehatan RI

mengenai pelaksanaan
Protokol Kesehatan dalam
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

penyelenggaran Ibadah Haji
Tahun 1443 H/2022 M
termasuk mengintegrasikan
aplikasi PeduliLindungi
dengan Tawakalna milik
Pemerintah Arab Saudi.
Komisi VIII DPR RI meminta
Kementerian Agama
bekerjasama dengan
Kementerian Perhubungan RI
dalam persiapan
penyelenggaraan ibadah haji
khususnya di bidang
transportasi untuk memas-
tikan keamanan dan
kenyamanan jamaah.

Komisi VIII DPR RI meminta
Kementerian Aga-ma RI untuk
bekerjasama dengan
Kementerian Luar Negeri RI
dalam me-maksimalkan
diplomasi kepada Pemerintah
Arab Saudi untuk
memperoleh kepastian
mengenai pelaksanaan ibadah
haji, alokasi kuota haji dan
teknis penyelenggaraan
ibadah haji selama di Arab
Saudi.
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Komisi VIII DPR RI ke
Kabupaten Bandung
(Jabar), Kabupaten
Pandeglang (Banten) dan
Kabupaten Mojokerto
(Jatim)

bencana di tengah
ancaman bencana
yang semakin
meningkat.

b. Implementasi bantuan
untuk korban
bencana.

c. Pengawasan terhadap
penyaluran bantuan
untuk lembaga
Pendidikan di
lingkungan
Kementerian Agama
RI.

terjadi di Tanah Air, mulai
dari erupsi gunung berapi,
banjir, longsor hingga gempa
bumi.

. Perlu penguatan dalam hal

mitigasi agar bencana yang
terjadi tidak meminta
korban baik jiwa maupun
harta.

. Bantuan sosial untuk para

korban bencana
perhatian serius.

perlu

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAW ASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. | Badan Amil Zakat Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI meminta | Rapat Dengar
Nasional (Baznas) dan Komisi VIII DPR RI Baznas untuk memperbaiki | Pendapat dengan
Badan Wakaf Indonesia dengan Baznas dan BWI komunikasi sebab banyak | Baznas dan BWI
(BWI) mengenai Evaluasi keluhan dari Anggota Komisi | akan diagendakan
Pengelolaan Zakat dan VIII DPR RI mengenai |kembali
Wakaf Tahun 2021 serta telepon dan WA kepada
Rancangan Pengelolaan komisioner Baznas yang
Zakat dan Wakaf Tahun tidak direspon sama sekali.
2022 Komisi VIII DPR RI meminta
BWI untuk menjelaskan
program-programnya secara
rinci kepada Komisi VIII DPR
RI
4. | Kunjungan Kerja Spesifik |a. Kesiapsiagaan . Bencana secara bertubi-tubi | Perlu mitigasi

yang optimal
untuk menekan
jumlah kerugian
akibat bencana
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Pengawasan | Panja menugaskan e Tidak ada kegiatan Panja e Panja akan
Obat dan Makanan tim asistensi untuk melakukan
mempersiapkan pembahasan draft
pendalaman RUU tentang
substansi RUU sesuai Pengawasan Obat
masukan anggota dan Makanan pada
Panja. Masa Persidangan III
TS 2021-2022.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Kementerian/Lembaga | Rapat pembahasan rencana kerja dan Tidak ada

anggaran.
2. Badan Anggaran a. Pembahasan alokasi anggaran Tidak ada

kementerian/lembaga;
b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Tanggal 17 Januari 2022
Rapat Kerja dengan Menteri
Kesehatan RI

1. Pembahasan Program

Kerja Kementerian
Kesehatan RI Tahun
2022;

. Membahas program
penanganan penyakit
berbiaya tinggi
(katastropik) baik
Penyakit Menular (PM)
maupun Penyakit
Tidak Menular (PTM),
serta program

imunisasi nasional di
masa pandemi.

1. Untuk penguatan

ketahanan
kesehatan melalui transformasi
sistem keehatan, Komisi IX DPR

RI mendesak Kementerian
Kesehatan RI untuk
memprioritaskan penguatan

program dan kegiatan antara lain:
a. melakukan percepatan
pengembangan obat dan alat
kesehatan melalui peta jalan
yang terukur sehingga
pemenuhan kebutuhan obat

dan alat kesehatan di
masyarakat tetap terjamin
secara kuantitas dan
kualitasnya;

b. memastikan penanganan

penyakit katastropik agar tidak
terjadi beban ganda (double
burden) di masa pandemik ini
yang didukung oleh inovasi,
pengembangan jejaring
layanan unggulan dan
pemanfaatan teknologi;

c. segera mengimplementasikan
program transformasi layanan
primer, khususnya penguatan
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

tugas dan fungsi Puskesmas
yang mendapatkan dukungan
penguatan infrastruktur dan
SDM Kesehatan;

d. memastikan  pengembangan
pelayanan kesehatan rujukan
sesuai peta jalan dengan
memperhatikan kebutuhan
kuantitas dan kualitas sarana
prasarana fasilitas kesehatan;
dan

e. memastikan percepatan
terobosan  regulasi untuk
mendukung terciptanya

transformasi kesehatan.

. Dalam rangka meningkatkan

cakupan Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL) dan imunisasi
lanjutan di tahun 2022, Komisi IX
DPR RI mendesak Kementerian

Kesehatan RI segera
mempersiapkan lebih baik
pelaksanaannya dengan
memperhatikan masukan

Anggota KOmisi IX DPR RI,

diantaranya sebagai berikut :

a. meningkatkan kualitas
perencanaan kebutuhan vaksin
di setiap daerah sasaran dan
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

bersama pemerintah daerah
memastikan ketersediaan
vaksin termasukdistribusi dan
rantai dinginnya sampai ke
tingkat Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP);

b. mengintegrasikan sistem
pencatatan dan  pelaporan
seluruh program Imunisasi
Dasar LEngkap (IDL) dan
imunisasi lanjutan ke dalam
Sistem Informasi Kesehatan;
dan

c. meningkatkan koordinasi
lintas sektor dan pelibatan aktif
pemerintah daerah, tokoh
masyarakat dan tokoh agama
dalam setiap tahapan program
imunisasi.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI
memaksimalkan  forum G20
sebagai upaya mengakselerasi
agenda  transformasi  sistem
kesehatan nasional sesuai
dengan kepentingan nasional.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI dalam
membuat kebijaka-kebijakan
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
harus berbasis riset dan inovasi
sehingga  kebijakan tersebut
dapat diaplikasikan secara
terukur dan sistematis.
2. | Tanggal 18 Januari 2022, . Evaluasi penanganan| 1. Komisi IX DPR RI mendesak

Rapat Kerja dengan Menteri
Kesehatan RI, RDP dengan
Kepala Badan POM RI,
Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19

pandemi COVID-19
dan lagkah mitigasi
terhadap varian baru

Omicron terutama
penguatan sarana
pendukung (tenaga
kesehatan, alat

kesehatan, obat, dan
vaksin), tata laksana

pengobatan, dan
perluasan upaya
testing dan tracing bagi
masyarakat;

. Membahas
pelaksanaan vaksinasi
booster termasuk
regulasi, ketersediaan,
pembiayan dan

distribusi  vaksinnya;
dan

. Membahas evaluasi

pelaksanaan vaksinasi

Kementerian Kesehatan Rl untuk:

a. meningkatkan kesiapan sistem
kesehatan di seluruh wilayah
dan mensinergikan seluruh
kebijakan mitigasi
pengendalian pandemi
berdasarkan kajian ilmiah;

b. bersama Satgas COVID-19
mengevaluasi secara
menyeluruh karantina dan
isolasi mandiri di hotel,

termasuk fasilitas dan
mekanisme pengawasannya;
c. berkoordiasi dengan

Kementerian Keuangan RI
untuk mempersiapkan skema
pembiayaan penanganan
pandemi berdasarkan proyeksi
kasus COVID-19 ;

d. memperbaiki tata kelola
komunikasi publik terhadap
setiap kebijakan penanganan
COVID-19;

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

COVID-19 untuk anak
usia 6-11 tahun.

e. berkoordinasi dengan
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan

Teknologi RI, Kementerian
Agama RI, Kementerian Dalam
Negeri RI untuk mengevaluasi
kebijakan Pembelajaran Tatap
Muka (PTM) untuk disesuaikan
dengan kondisi pandemi saat
ini di setiap daerah; dan

f. mempersiapkan regulasi yang
mendukung perkembangan
telemedicine sebagai layanan
kesehatan yang membantu
perawatan bagi pasien COVID-
19.

2. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI untuk

memberikan data-data terkait

vaksin kepada Komisi IX DPR RI,

antara lain:

a. jenis vaksin yag digunakan;

b. jumlah masing-masing jenis
vaksin,;

c. harga per dosis masing-masing
jenis vaksin;

d. jumlah hibah yang ditermia
Indonesia;

e. jumlah vaksin kadaluarsa;
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

f. potensi penghematan APBN
dengan adanya vaksin hibah;
dan

g. target vaksinasi baikprimer
maupun booster.

. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI unutk
segera melakukan pembayaran
klaim tertagih tahun 2021 dari
rumah sakit yang
menyelenggarakan pelayanan
COVID-19, dan mencari jalan
keluar atas klaim COVID-19 yang
kadaluarsa melalui komunikasi
dengan pemangku kepentingan
terkait dan terobosan kebijakan
Kementerian Kesehatan RI serta
diselesaikan selambat-lambatnya
pertengahan tahun 2022;

. Komisi IX DPR RI mendesak

Badan POM RI untuk
memperkuat pelaksanaan tugas
dan fungsinya dalam penanganan
pandemi COVID-19 dengan
memprioritaskan dukungan
terhadap pengembangan vaksin
produksi dalam negeri melalui
pendampingan dari hulu ke hilir,
sehingga dapat segera digunakan
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
dalam program vaksinasi COVID-
19; dan
. Dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasan  tentang
program vaksinasi, Komisi IX DPR
RI mengagendakan pembentukan
Panja tentang Vaksin COVID-19.
3. | Tanggal 19 Januari 2022 . Membahas Rencana | 1. Demi meningkatkan mutu
Rapat Dengar Pendapat Kerja Anggaran program Jaminan Kesehatan
Direktur Utama BPJS Tahunan (RKAT) BPJS Nasional, Komisi IX DPR RI
Kesehatan Kesehatan Tahun mendesak BPJS Kesehatan RI
2022; untuk :

. Penjelasan Penggunaan

Dana Jaminan Sosial
(DJS) Tahun 2021; dan

. Penjelasan tentang
Roadmap perbaikan
pelayanan kesehatan

Program JKN

a. melakukan peningkatan mutu
layanan kesehatan, efektivitas
pembiayaan, dan kolektabilitas
iuran iuran peserta untuk
menjaga kesinambungan
finansial dan program JKN;j

b. meningkatkan upaya
terobosan untuk keperluasan
kepesertaan;

c. berkoordinasi dengan
Kementerian Sosial RI,
Kementerian Kesehatan RI,
Kementerian Dalam Negeri RI
terutama Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, serta
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pemerintah Daerah untuk
melakukan pembaruan data
peserta PBI;

d. mensosialisasikan secara
masif kepada masyarakat
tentang penggunaan layanan
kesehatan dari BPJS
Kesehatan serta apabila ada
peningkatan/perubahan
layanan, penggunaan teknologi
informasi dalam memberikan
layanan; dan

e. mempermudah perluasan
kerjasama dengan fasilitas
kesehatan sesuaidengan
prosedur yang berlaku untuk
menjadi mitra BPJS
Kesehatan.

. Komisi IX DPR RI mendesak

BPJS Kesehatan RI untuk
mempersiapkan proyeksi
kesehatan finansial jagka pendek
maupun jangka panjang atas
kondisi Dana Jaminan Sosial
(DJS).

. Komisi IX DPR RI meminta BPJS

Kesehatan untuk memberikan
data-data terkait:
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KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAW ASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

g.

.Rincian penggunaan Dana

Jaminan Sosial (DJS) Tahun
2021 per provinsi dan
kabupaten/kota,;

. Rincian penggunaan dana

operasional BPJS Kesehatan
dan hasil pengembangan Dana
Jaminan Sosial (DJS) Tahun
2021;

. Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan (RKAT) BPJS
Kesehatan Tahun 2022
termasuk rencana pengelolaan

pengembangan Dana Jaminan
Sosial (DJS);

. Rincian pemasukan dari

sumber lain/hibah tahun
2021;

. Rincian pembiayaan penyakit

katastropik tahun 2021;
Rincian utilisasi manfaat antar
segmen peserta JKN; dan
Rincian perubahan data
peserta PBI tahun 2021.

. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS

Kesehatan untuk menyelesaikan
pembayaran klaim pelayanan
Kesehatan tertunggak di fasilitas
kesehatan.
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4. Rapat Dengar Pendapat Tiga agenda . BPJS Ketenagakerjaan agar
dengan BPJS pembahasan: meningkatkan upaya terobosan

Ketenagakerjaan,Kamis,
20 Januari 2021

1. Evaluasi Kinerja 2021

2. Evaluasi Implementasi
Inpres 02/2021

3.Program Kerja
Unggulan 2022

strategi perluasan kepesertaan
dengan melakukan kerjasama
dengan para stakeholder, baik
pekerja formal maupun informal
termasuk Pekerja non ASN di
lingkungan KIL;

. BPJS Ketenagakerjaan agar

mensosisalisasikan secara
massif kepada masyarakat
tentang manfaat program
jaminan sosial ketenagakerjaan;

. BPJS Ketenagakerjaan agar terus

mendorong regulator untuk
menyempurnakan regulasi tentang
alokasi program TJSL (Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan) yang
digunakan untuk kepentingan
peserta;

. Komisi IX DPR RI mengingatkan

BPJS Ketenagakerjaan agar langkah
investasi mempertimbangkan
kehati-hatian, keamanan dana
dengan hasil investasi yang
memadai, menghindari penempatan
investasi yang potensial
menimbulkan kerugian dan
memberikan laporan Investasi tiap
semester kepada Komisi IX;
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

5. BPJS Ketenagakerjaan agar

memberikan informasi data
rincian Pemerintah Daerah
yang telah mengeluarkan
aturan dalam rangka
tindaklanjut Inpres Nomor 2
Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;

. BPJS Ketenagakerjaan agar

memberikan informasi akumulasi
data peserta yang sudah jatuh
tempo dan belum mengambil
manfaa, data asset dana
Jaminan Sosial dan Asset BPJS
Ketenagakerjaan, data rincian
dana operasional BPJS
Ketenagakerjaan, data rencana
kerja dan portofolio program
kerja BPJS Ketenagakerjaan;
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | 13 Januari 2022 Agenda: .
Rapat Intern Panja RUU | - Persiapan pembahasan RUU SKN dan Substansi y ang belum  ada
. . . . kesepakatan yaitu kelembagaan
tentang Sistem | menargetkan selesai pembicaraan Tingkat I KON-KOI dan neaturan
Keolahragaan Nasional | pada MP III TS 2021-2022. ¢ peng
(SKN) - Pembahasan hasil uji publik. supporter.
2 | 13 Januari 2022 Agenda: .
Rapat Intern Panja RUU | Persiapan pembahasan RUU PP dan Pembahasan — berikutnya  akan
. . . . . . fokus pada layanan  dan
tentang Praktik Psikologi | menargetkan selesai pembicaraan Tingkat I pada K fesi kolood
(PP) MP III TS 2021-2022. eprolesian pS1xologl.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 Kementerian 17 Januari 2022 Membahas: Para pemangku
Pendidikan, RDPU Panja Merdeka Belajar | 1. Kajian Konsep Merdeka kepentingan yang hadir
Kebudayaan, Riset | Kampus Merdeka (MB-KM) Belajar — Kampus. memberikan masukan
dan Teknologi RI Komisi X DPR RI dengan glerdekal. h terhadap kebijakan
(Kemendikbudristek | Kamar Dagang dan Industri 2. Permasalahan . | Merdeka Belajar Kampus
ketenagakerjaan, ekonomi
RI) Indonesia (KADIN), Badan 2 T Merdeka (MBKM).
. dan kesiapan dunia
Pengurus Pusat Himpunan usaha/dunia industri (Dubi.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Pengusaha Muda Indonesia 3. Sinergitas DUDI dalam
(BPP HIPMI), Dewan Pengurus upaya pelaksanaan link
Pusat Himpunan Pengusaha and .match' pendidikan dan
Pribumi  Indonesia  (DPP dunia kerja.
HIPPI), Indonesian Islamic
Bussiness Forum (IIBF),
Corporate  Innovation  Asia
(CIAS) dan Kompas—
Gramedia.
17 Januari 2022 Membahas: Para Kepala LLDIKTI

RDPU Komisi X DPR RI dengar]
Kepala Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I-XVI.

Terbitnya
Permendikbudristek Nomor
35 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Layanan

menyampaikan agar
jabatan golongan Kepala
LLDIKTI tidak lebih
rendah lagi jabatan
golongan Rektor.

Pendidikan Tinggi
17 Januari 2022 Membahas: Aliansi Penyelenggara
RDPU Komisi X DPR RI Evaluasi Seleksi Guru ASN | Pendidikan Indonesia
dengan Aliansi Penyelenggara | PPPK 2021. menuntut agar guru
Pendidikan Indonesia. swasta yang lulus seleksi
PPPK dikembalikan ke
sekolah asal.
17  Januari 2022 Membahas: Penekanan Komisi X

Rapat Kerja Komisi X DPR RI
dengan Mendikbudristek RI

1.

2.

3.

Evaluasi program kerja
TA 2021.

Persiapan program kerja
TA 2022.

Tindak lanjut Panja GTK
Honorer menjadi ASN.

DPR RI antaralain:

1. Komisi X DPR RI
mendesak agar seleksi
Guru ASN PPPK di
evaluasi secara
menyeluruh.
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NO INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

4. Pembahasan isu-isu

strategis (Kurikulum,
Pengangkatan Kepala
Sekolah,
Permendikbudristek
Nomor 35 Tahun 2021,
PTM)

2. Komisi X DPR RI
menekankan agar
Kemendikbudristek RI
memastikan satuan
Pendidikan yang
melaksanakan PTM
Terbatas memiliki
sarana prasana yang
memadai untuk
melaksanakan Prokes
Covid-19.

18 Januari 2022

RDPU Komisi X DPR RI

dengan

1. Forum Honorer Sekolah
Negeri Kabupaten Gunung
Kidul.

2. Perkumpulan Pendidik
Bahasa Daerah Indonesia
(PPBDI).

3. Guru dan Tenaga
Kependidikan Honorer Non
Kategori Usia 35 Tahun Ke
Atas Bidang Tenaga
Kependidikan (Gtkhnk 35+
Tendik).

Menuntut untuk:

1. Guru yang lulus passing
grade agar secara
otomatis lulus.

2. Guru Bahasa Daeah agar

masuk dalam formasi
seleksi PPPK.

3. GTK yang telah lama

mengabdi agar diangkat
menjadi ASN di tempat
mengabdi.

Akan ditindklanjuti
dalam rapat-rapat
dengan
Kemendikbudristek RI.

2 | Perpustakaan
Nasional RI
(Perpusnas RI)

19 Januari 2021
RDP Komisi X DPR RI dengan
Kepala Perpusnas RI

Membahas:
1. Evaluasi program kerja

TA 2021.

Penekanan Komisi X
DPR RI antaralain:
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. Persiapan program kerja | 1. Komisi X DPR RI
TA 2022. menekankan agar

prestasirealisasi
anggaran sebesar
98,95 % di tahun
2021 di pertahankan
pada tahun 2022.

2. Mendorong Perpusnas
RI mengoptimalkan
pembangunan fisik
yang telah dilakukan
dengan
meningkatkan
transformasi
perpustakaan sebagai
pusat ilmu
pengetahuan, pusat
kegiatan masyarakat

dan pusat
kebudayaan.
3 | Kementerian 21 Januari 2022 Membahas: Penekanan Komisi X DPR

Pemuda dan Rapat Kerja Komisi XDPR RI 1. Evaluasi program [ RI antaralain:

Olahraga RI dengan Menpora RI kerja TA 2021. 1. Mengapresiasi

(Kemenpora RI) 2. Persiapan program capaian pelaksanaan

kerja TA 2022 program kerja Tahun

Anggaran 2021

Kemenpora RI di
tengah Pandemi
Covid-19.
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2. Mendorong

Kemenpora RI untuk
melakukan koordinasi
dengan pemangku
kepentingan
pengendalian Pandemi
Covid-19 dan mencari
terobosan terkait
karantina atlet
internasional,
sehingga tidak
mengganggu
pelaksanaan kalender
even olahraga
internasional tahun
2022.

. Komisi X DPR RI dan

Menpora RI sepakat
untuk melakukan
Rapat Kerja
membahas kesiapan
pelaksanaan kalender
even olahraga Tahun
2022 dari sisi teknis
maupun capaian
prestasi.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JENIS RAPAT AGENDA INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rapat Tim Kecil Legislasi | Penyusunan materi 1. Badan Keahlian Dewan (BKD) Sekretariat
legislasi Jenderal DPR RI telah menyusun
Rancangan Undang-Undang tentang
Reformasi, Pengembangan, dan

Penguatan Sektor Keuangan (RPPSK).

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada Badan
Keahlian Dewan Sekretariat Jenderal
DPR RI untuk merumuskan kembali
usulan fraksi-fraksi terhadap pasal-pasal
dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Reformasi Pengembangan,dan
Penguatan Sektor Keuangan (RUU
tentang RPPSK) yang secara substansi
sudah sama atau tidak ada perbedaan.

3. Komisi XI DPR RI meminta agar
penyusunan skema Rancangan Undang-
Undang tentang Reformasi
Pengembangan,dan Penguatan Sektor
Keuangan (RUU tentang RPPSK)
mendahulukan segi regulator terlebih
dahulu daripada industri keuangan nya.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAW ASAN

NO

JENIS RAPAT

AGENDA

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

RDPU dengan Kantor
Akuntan Publik
(KAP)

Uji kepatutan dan wuji

kelayakan

Akuntan Publik

Kantor

Komisi XI DPR RI telah melakukan uji

kepatutan dan uji kelayakan terhadap 6

(enam) Kantor Akuntan Publik untuk

melakukan pemeriksaan atas laporan

Keuangan BPK Tahun 2021 yang usulan

dari Menteri Keuangan dan Badan

Pemeriksa Keuangan yaitu :

1. KAP Heliantono dan Rekan/Parker
Randal International

2. KAP Moch Zainudin, Sukmadi dan Rekan

3. KAP Gani Sigiro dan Handayani dan
Rekan/Grant Thornton International Ltd

4. KAP Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan

5. KAP Husni, Wibawa dan Rekan

6. KAP Wisnu Karsono Soewito dan Rekan

Dalam Rapat Internal diputuskan KAP yang
akan melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan BPK Tahun 2021 adalah KAP
Wisnu Karsono Soewitodan Rekan

Rapat tanggal 17
dan 18 Januari
2022

Rapat Kerja dengan
Menteri Keuangan

Evaluasi APBN Tahun

2021 dan
Pemulihan

Program
Ekonomi

Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri

Keuangan menyepakati hal-hal sebagai
berikut:

Rapat tanggal 19
Januari 2022

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO JENIS RAPAT AGENDA INFO SINGKAT KETERANGAN
Nasional (PEN) 2021 dan | 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh
Rencana PEN 2022 penjelasan dari Menteri Keuangan

tentang Perkembangan Ekonomi Makro
tahun 2021, Realisasi(sementara) APBN
tahun 2021, program  Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021, dan
rencana program Pemulihan Ekonomi
Nasional tahun 2022.

2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi upaya
Menteri Keuangan dan Kementerian
Keuangan dalam mengelola kebijakan
fiskal tahun 2021 yang dapat menjaga
kemampuan APBN dalam melaksanakan
penanganan pandemi COVID-19,
pemulihan sosial dan ekonomi nasional,
dan pelayanan umum pemerintahan,
serta mitigasi risiko APBN tahun 2021.

3. Menteri Keuangan agar memperkuat
kebijakan fiskal ke depan yang dapat
memperkuat pemulihan ekonomi dan
sosial, melalui  upaya reformasi
struktural untuk mendorong investasi,
lapangan  pekerjaan, meningkatkan

produktivitas, dan percepatan
pengentasan kemiskinan ekstrem, serta
tetap mengantisipasi situasi

ketidakpastian pandemi COVID-19.
4. Menteri Keuangan agar menindaklanjuti
hal-hal yang terkait dengan alokasi
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NO

JENIS RAPAT

AGENDA

INFO SINGKAT

KETERANGAN

program dan anggaran PEN yang sesuai
dengan undang-undang, perbaikan
Perpres Nomor 33 Tahun 2020,
penyerapan TKDD yang belum optimal,
dan pengawasan pemerintah terhadap
piutang BUMN untuk meningkatkan
pendapatan negara.

Rapat Dengar
Pendapat dengan
Dirjen Perimbangan
Kementerian
Keuangan

Evaluasi dan Capaian
Kinerja Tahun 2021 dan
Rencana Kerja Tahun

2022

Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan menyepakati hal-
hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh
penjelasan dari Direktur  Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan tentang evaluasi dan capaian
kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan tahun
2021 dan rencanakerja tahun 2022.

2. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan agar
memastikan percepatan belanja daerah
untuk mengoptimalkan simpanan
Pemerintah Daerah di perbankan melalui
strategi penerapan cash management yang
lebih pro aktif, skema insentif, mendorong
percepatan belanja, just in time transfer ke
daerah, dan peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia dan dukungan
sistem informasi.

Rapat tanggal 20
Januari 2022

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO JENIS RAPAT AGENDA INFO SINGKAT KETERANGAN

3. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan agar
memastikan kebijakan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa tahun 2022 diarahkan
untuk  belanja strategis termasuk
peningkatan kualitas infrastruktur publik,
pemulihan ekonomi, pembangunan SDM,
serta kualitas pelayanan publik.

4. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan agar
mempercepat pelaksanaan belanja di
daerah melalui transfer berbasis kinerja
dengan  memperhatikan pelaksanaan
penyerapan anggaran dan sinergi
penganggaran pusat dan daerah.

5. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan agar
memperkuat kebijakan Dana Desa dan
DAK yang diarahkan untuk mendukung
program percepatan  penanggulangan

kemiskinan ekstrim pada 212
kabupaten /kota prioritas.
6. Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan Kementerian Keuangan agar
memperkuat mekanisme pengajuan DAK
Fisik berbasiskan aspirasi Pemerintah
Daerah dan/atau DPR RI sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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NO JENIS RAPAT AGENDA INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Rapat Dengar | Evaluasi dan Capaian | Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur | Rapat tanggal 20
Pendapat dengan | Kinerja Tahun 2021 dan | Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Januari 2022
Dirjen Pengelolaan | Rencana Kerja Tahun | Risiko Kementerian Keuangan menyepakati
Pembiayaan dan | 2022 hal-hal sebagai berikut:

Risiko Kementerian
Keuangan

1. Komisi XI

DPR RI telah memperoleh
penjelasan dari Direktur  Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang
evaluasi dan capaian kinerja Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022.

. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko dalam memenuhi kebutuhan
pembiayaan APBN agar tetap menjaga
kapasitas fiskal di masa yang akan datang.

. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko agar dalam menjalankan
kebijakan pembiayaan dengan
mengoptimalkan kinerja yield SBN dan
bungautang yang relatiflebih rendah.

. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan

dan Risiko dalam mengelola kebijakan
pembiayaan, memperkuat mitigasi risiko
pembiayaan utang, memperdalam pasar SBN
dalam negeri termasuk SBN Ritel, dan
mempertajam kebijakan pengadaan
pinjaman yang mempertimbangkan biaya
dan risiko dalam mendukung program-
program strategis nasional.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO AKD PERKEMBANGAN KEGIATAN

1 Badan ) 1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan
Legislasi Legislasi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 (13 Januari 2022, pukul 13.00 WIB).

2. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul terkait
Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (17 Januari, pukul 13.00 WIB).

3. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Penetapan Penggantian Pimpinan Badan Legislasi
(17 Januari 2022, pukul 15.00 WIB).

4. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan Narasumber (Komjen (Purn)
Heru Winarko) dalam rangka mendengarkan masukan atas pelaksanaan UU tentang Narkotika
(19 Januari 2022, pukul 10.00 WIB).

5. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul (Pimpinan
Komisi VI) terkait harmonisasi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara (19 Januari 2022, pukul
14.00 WIB).

6. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU
(Pimpinan Komisi IV) atas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(20 Januari 2022, pukul 10.00 WIB).

7. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta PPUU
DPD RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (20
Januari 2022, pukul 16.00 WIB).
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(11 - 23 Januari 2022)

LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1. BKSAP - KSB

Rapim BKSAP

Rapim membahas berbagai rencana program dan
undangan sidang BKSAP di Masa Persidangan III,
antara lain Virtual Briefing AIPA-ICCF (15 Februari
2022), UN Hearing (17-18 Februari 2022) di UNHQ,
World Conference on Intercultural and Interfaith
Dialogue (16-18 Mei 2022) di St. Petersburg, Rusia.
Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai
rencana Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral
(GKSB) di awal tahun 2022, acara peluncuran
"Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy
Initiative, Citizen Assembly and International
Cooperation" serta persiapan sidang IPU Bali

Tgl 3 Januari
2022

2. BKSAP - KSB

Audiensi Ketua

B. BAIS TNI

BKSAP dengan Dir.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Fadli Zon S.S., M.Sc
menerima Direktur B Badan Intelijen Strategis
(BAIS), Marsma TNI Ridha Hermawan yang
didampingi oleh Letkol I Made Sudiana 2021.
Dalam pertemuan tersebut Ketua memaparkan
sepak terjang BKSAP dalam penguatan diplomasi
Indonesia melalui hubungan antar-parlemen di
tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral.
Direktur B BAIS menyambut baik kontribusi BKSAP
dalam penguatan hubungan diplomasi Indonesia
serta mengapresiasi langkah BKSAP yang turut
membantu dalam menjaga keutuhan NKRI melalui
pendekatan diplomatis kepada negara - negara di

Tgl 6 Januari
2022

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

pasifik selatan yang tergabung dalam forum IPPP
dan APPF. Pihaknya juga berharap agar BKSAP
dapat terus aktif dalam menyuarakan kepentingan
dalam berbagai forum internasional.
Lebih lanjut beliau juga menyampaikan ke siapannya
untuk bekerjasama dengan BKSAP dalam
menjalankan diplomasi parlemen, khususnya

kerjasama dengan para atase pertahanan di
berbagai belahan dunia.

nasional

BKSAP - KSB

Pleno BKSAP

Dalam rapat pleno disampaikan beragam rencana | Tgl 12 Januari
kegiatan BKSAP, antara lain: 2022
Perpanjangan masa tugas Panja SDGs dan Indo-

Pengiriman delegasi ke sidang - sidang
internasional /regional secara virtual / fisik
dengan protokol kesehatan yang ketat.
Pelaksanaan BKSAP SDGs Day ke berbagai
daerah / universitas.

Penyelenggaraan Sidang IPU ke-144 di Bali
tanggal 20 - 24 Maret 2022.

Penyelenggaraan Sidang P-20 pada bulan
September 2022.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula
update terkait GrupKerja Sama Bilateral (GKSB) dan
Kunjungan Perorangan.

BKSAP - KSR

Kegiatan Panja
Kawasan Pasifik
(Audiensi dengan
Civitas akademika

“Proyeksi

Kerjasama Indonesia-Pasifik 2022: | Tgl 12 Januari
Perspektif Parlemen” menjadi tema dialog antara | 2022

Pimpinan dan Anggota Badan Kerja Sama Antar
Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan civitas akademika
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

dan Civil Society di
Ubud)

dan civil society pada 12 Januari 2022 di Ubud,
Gianyar.

BKSAP telah berhasil menghimpun negara-negara
Pasifik dalam semangat kerjasama Indonesia Pacific
Parliamentary Partnership (IPPP) pada tahun 2018
dan berkomitmen untuk melanjutkan peran aktif
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
bersama negara-negara Pasifik.

Kebijakan BKSAP di kawasan Pasifik ke depan perlu
mempertimbangkan dinamika geopolitik yang baru
tanggapan ASEAN terhadap konektivitas,
khususnya Pacific Corridor dengan tiga agenda yaitu
implementasi Green Economy, memperbarui
pembangunan
pendidikan dan kesehatan, dan menghubungkan
konektivitas melalui pembangunan infrastruktur
yang diprioritaskan di wilayah timur Indonesia.
Selain itu, BKSAP perlu mencari solusi atas dampak

pandemi terhadap ekonomi di kawasan.

BKSAP telah membentuk dua Panitia Kerja (Panja)
untuk tahun 2022 yaitu Panja Kerja Sama Indo-
Pasifik dan Panja untuk Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.
mengeksplorasi Green Economy yang menjadi isu
dalam dua Panja tersebut guna
memperkuat diplomasi parlemen yang mendukung

bersama

manusia melalui  kerjasama

Dialog ini bertujuan untuk
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PIHAK
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INFO SINGKAT KETERANGAN

kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia di
kawasan Pasifik, tidak hanya untuk melindungi
kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), namun juga untuk mewujudkan
konektifitas Indonesia dengan negara-negara di
Pasifik demi tercapainya stabilitas, keamanan dan
kesejahteraan di kawasan.

BKSAP - KSI

Peluncuran White
Paper terkait
ekonomi hijau (green
economy

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan | Tgl 12 Januari
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) [ 2022
menggelar peluncuran White Paper terkait ekonomi
hijau (green economy) di Gianyar, Provinsi Bali.
Peluncuran white paper tersebut dihadiri oleh Wakil
Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus (virtual); Pimpinan
dan Anggota BKSAP, perwakilan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; BAPPENAS; dan
dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Ketua BKSAP menegaskan, peluncuran whitepaper
merupakan salah satu upaya DPR dalam
berkomitmen menyuarakan urgensi penanganan
iklim dan pembangunan hijau, yang sebelumnya
telah dimulai dengan menyuarakannya di berbagai
forum parlemen, antara lain: pada Sidang Inter-
Parliamentary Union (IPU) di Madrid; Sidang Pre-
COP26 dan COP26 di Roma dan Glasgow; serta
sidang-sidang Asian Parliamentary Assembly (APA);
Asian Pacific Parliament Forum (APPF); dan ASEAN
Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Peluncuran White Paper ini merupakan inisiatif
BKSAP untuk mengeksplorasi, mengelaborasi dan
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PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT KETERANGAN

menetapkan
gagasan ekonomi hijau.

Peluncuran white paper green economy ini juga
dukungan penuh dari para
narasumber yang ikut menghadiri yakni: Ketua
Komisi VII yang membidangi energi, riset dan inovasi
industri, pihak Bappenas, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, dan dua lembaga yang
merupakan mitra pembuatan White Paper yaitu
Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan
Institute for Peace and Democracy (IPD).

sudut pandang parlemen terkait

mendapatkan

BKSAP - KSB

Rapat Internal GKSB
Azerbaijan

Rapat membahas program kerja GKSB Azerbaijan Tgl 17 Januari

BKSAP - KSI

Rapat Steering
Committee the 144th
Inter-Parliamentary
Union (IPU)
Assembly

Rapat Organizing Committee the 144th Inter-| Tgl 17 Januari
Parliamentary Union (IPU) dihadiri oleh Dr. (H.C)
Puan Maharani, Ketua DPR RI, Letjen TNI (Purn.)
Lodewijk Paulus, Wakil Ketua Bidang Korpolkam,
Dasco Ahmad, Wakil Ketua Bidang
Korekku, Rachmad Gobel, Wakil Ketua Bidang
dan Drs. Muhaimin Iskandar, Wakil
Ketua Bidang Korkesra.

Korinbang,

Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP menyampaikan sejauh
mana persiapan penyelenggaraan persidangan
tersebut sudah berjalan kepada para Pimpinan DPR

Beberapa hal yang menjadi perhatian Pimpinan DPR
RI adalah:
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a. Bagaimana teknis penyelengaraan persidangan
di tengah pandemi Covid-19, terutama di tengah
meningkatnya infeksi Omicron yang diprediksi
mencapai puncaknya pada bulan Maret 2022,
bertepatan dengan penyelenggaraan
persidangan?

b. Halini juga terkait kebijakan gelembung sebagai
standar baku penyelenggaraan perhelatan
internasional.

c. Rapat tersebut juga menyepakati rancangan logo
resmi yang diajukan oleh BKSAP.

BKSAP - KSB

Rapat Internal GKSB
Palestina

Rapat membahas program kerja GKSB Palestina

Tgl 18 Januari

BKSAP - KSR

BKSAP SDGs Day di
Badung, Bali

Salah satu isu penting dalam diplomasi parlemen yang
dijalankan oleh BKSAP saat ini adalah pencapaian
pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan juga
pemulihan ekonomi di masa pandemi. Percepatan
pembangunan dalam kerangka SDGs merupakan
salah satu fokus DPR RI dalam beberapa tahun ini.
Dalam rangka akselerasi pembangunan yang merujuk
pada konsep pembangunan berkelanjutan dan
pemulihan ekonomi, BKSAP DPR RI akan mengadakan
kegiatan BKSAP SDGs Day bersama Pemerintah
Daerah, Civitas Akademika dan Civil Society dengan
tema “Peran Strategis Diplomasi Parlemen dalam
Percepatan Pencapaian SDGs dan Pemulihan
Ekonomi” di Kantor Pemerintah Kabupaten Badung,
Bali.

Tgl 18 Januari
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10.

BKSAP - KSB

BKSAP SDGs Day di
Univ. Djuanda

Dalam kegiatan BKSAP Day yang bertemakan | Tgl. 18 Januari
“Diplomasi Soft Power Parlemen Indonesia melalui
Dunia Pendidikan” di Universitas Djuanda (UNIDA),
Kabupaten Bogor, Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa BKSAP Day
sebenarnya mendekatkan DPR RI dengan kampus
dalam topik yang secara umum dibahas yaitu
mengenai Sustainable Development Goals (SDGs).

Dunia pendidikan menjadi salah satu poin penting
dalan cakupan SDGs. Diplomasi parlemen yang
dilakukan BKSAP diharapkan senantiasa mampu
menjadi jembatan bagi kalangan civitas akademika,
dalam hal ini UNIDA, untuk bisa membuka potensi
kerja sama dengan universitas-universitas di negara
lain, tidak hanya kerja sama dengan kampus-

Diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh BKSAP
juga memiliki potensi sebagai konektor dan
fasilitator antara potensi pendidikan yang dimiliki

internasional, baik pada saat kunjungan Kkerja
ataupun pada
Internasional.

di dalam negeri.

nasional dengan kampus

saat menghadiri sidang-sidang

11.

BKSAP - KSB

Courtesy Call Dubes
Ukraina dgn Ketua
GKSB Ukraina

Dalam pertemuan dibahas berbagai hal terkait | Tgl 19 Januari
dengan upaya
Indonesia dan Ukraina, dan juga perlunya
kerjasama multilateral membangun perdamaian

peningkatan kerjasama antara

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS III Tahun Sidang 2021-2022
(11 - 23 Januari 2022)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

dunia, antaralain dalam bidang penggunaan energi
baru terbarukan.
Isu lain yang menjadi perhatian bersama antara lain
peluang kerjasama di bidang teknologi pertahanan,
informasi teknologi, peningkatan perdagangan
kedua negara, termasuk isu kelapa sawit (crude
palm oil) yang sering mendapatkan tantangan untuk
bisa masuk di Eropa dan kerjasama pendidikan.
Terkait dengan energi baru terbarukan, Ukraina
memang telah banyak menggunakan energi
alternatif, seperti energi angin, energi air, energi
matahari, maupun energi nuklir, namun semuanya
tetap ada kekurangannya, maka re-distribusi energi
yang menjadiisu penting yang perlu direspon.

12.

BKSAP - KSI

Sosialisasi Sidang
[PU dengan Pemred

Dalam rangka persiapan 144th IPU Assembly and
related meetings yang akan diselenggarakan pada
20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali, Badan
Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan
sosialisasi mengenai persiapan penyelenggaraan
sidang IPU 144 dengan mengundang direktu dan
pemimpin redaksi media-media nasional.

Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, dan Wakil Ketua
BKSAP, Putu Supadma Rudana, mengharapkan
kerjasama dan bantuan dari media nasional agar
Sidang IPU 144 yang mengusung tema “Getting to
Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate
change” dapat disosialisasikan kepada seluruh
masyarakat Indonesia agar manfaat dari

Tgl 19 Januari
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penyelenggaraan sidang yang akan dihelat di Bali ini
dapat dirasakan bersama oleh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan IPU 144 ini sangat penting
mengingat Indonesia bisa memiliki
kesempatan untuk mengajukan kepentingan-
kepentingan nasional dengan negara lain, serta
penyelenggaraan sidang ini dapat membantu
Indonesia terutama dari aspek ekonomi.

dilakukan,

13.

BKSAP - ABA

BKSAP SDGs Day di
Kabupaten
Banyuasin

Dalam kegiatan sosialisasi Diplomasi Parlemen, | Tgl 20 Januari
Bupati Banyuasin mengusulkan daerahnya sebagai
pilot project pertanian berkelanjutan. Untuk itu
integrasi dan konektifitas transportasi perairan
dengan jaringan jalan serta percepatan ijin sekolah
vokasi SMK Pertanian Sembawa menjadi Politeknik
Pertanian diharapkan segeraterwujud.

Menyikapi aspirasi tersebut, Ketua Delegasi Ir.
Achmad Hafisz Tohir sebagai Ketua Delegasi
menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari
segenap stakeholders serta mengoptimalkan bonus
demografi dgn melibatkan generasi milenial.
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MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO JUDUL KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. - Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan
Dalam Negeri telah melaksanakan kegiatan

kunjungan kerja ke Kota Cilegon
dalam rangka Sosialisasi Tugas
dan Fungsi Mahkamah
Kehormatan Dewan dan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB) Anggota DPR RI

- Paket Meeting Kegiatan Paket Meeting
Mahkamah Kehormatan Dewan
dalam rangka Sinergitas MKD
dengan Penegak Hukum Dalam
Penegakan  Etika Lembaga
Perwakilan Rakyat Pasca
Pemindahan Ibu Kota Negara
yang dilaksanakan pada tanggal
13 - 15 Januari 2022 dengan
mengundang Yusuf Warsyim
S.Ag., M.Si., MH. (Kompolnas)
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BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO KEGIATAN PERKEMBANGAN KETERANGAN

1. | Rapat Pimpinan Agenda Prioritas MS 3 TS 2021-2022, antaralain:
Selasa, 11 Januari 2022
Agenda: Pembahasan Kegiatan-Kegiatan 1) Penyerahan DIPA AKD Tahun 2022
BURT MS 3 TS 2021-2022 2) Pembahasan dan Penyusunan AKUPA DPR RI

Tahun 2023.
3) Pembahasan Realisasi Anggaran DPR RI Tahun
2021.

2. | Rapat Intern, -
Selasa, 11 Januari 2022
Agenda: Pembahasan dan Penetapan
Jadwal Kegiatan BURTMS 3 TS 2021-
2022

3. | Rapat BURT dengan Pimpinan AKD dan | Pimpinan AKD menyetujui DIPA AKD Tahun 2022,
SekretariatJenderal DPR RI, dan akan berupaya merealisasikannya secara
Rabu, 12 Januari 2022 optimal.
Agenda:
Penyerahan DIPA AKD Tahun 2022

4. | Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal | 1. Alokasi jumlah Anggota DPR RI untuk kegiatan
DPR RI, kunjungan kerjaluar negeri perorangan dalam
Kamis, 13 Januari 2022 rangka peran diplomasi.
Agenda:
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Pembahasan dan Penyusunan Arah 2. Penyesuaian nomenklatur kegiatan dengan
Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran perubahan struktur organisasi Setjen.
(AKUPA) DPR RI Tahun 2023 3. Penyesuaian Arah Kebijakan Umum dengan
Nomenklatur Program.
5. | Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo

rangka Pengawasan pelayanan program
Jamkestama yang dilaksanakan rumah
sakit provider Asuransi Jasindo:

1. Tanggal, 17-19 Januari 2022, ke RS.
Stella Maris Makassar.

2. Tanggal 20-22 Januari 2022 ke RS.

BIMC Nusa Dua (Siloam Group), Bali.

dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana
program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta
keluarganya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT
terhadap pelayanan program Jamkestama.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Badan Pemeriksa | Akuntabilitas Dalam rangka penelaahan | Rapat Konsultasi,
Keuangan (BPK) RI. Keuangan Negara. terhadap LHP BPK terkait PT | tanggal 20 Januari
Aneka Tambang dan  Anak | 2022
Perusahaanya.
2. e Pemda Provinsi Jawa | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan | Kunjungan Kerja,
Barat; Keuangan Negara. kunjungan kerja ke Provinsi Jawa | tanggal 21 s.d 23
e Kantor BPK Perwakilan Barat, selanjutnya melakukan | Januari 2022

Provinsi Jawa Barat, dan;

e Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Barat.

pertemuan dengan Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
Pemda Provinsi Jawa Barat dan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa
Barat dalam rangka Penelaahan
BAKN DPR RI terhadap LHP BPK
RI terkait permasalahan
Agraria/Tata Ruang dan Badan
Pertanahan Nasional.

hhkkk
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